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Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Pwd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 April
1976, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 April 1988, agama
Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX,
Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal
23 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor
1885/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 23 Juli 2024 telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:
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1.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor:
XXX tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: XXX tanggal 01 Juli 2024;

2.

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan
2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXX, Kabupaten Grobogan,
selama 2 tahun (hingga bulan Agustus tahun 2021);

4.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) namun
belum dikaruniai keturunan;

5.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan
baik dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2021,
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dari alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga
sekarang telah berjalan selama 2 tahun 11 bulan, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak
ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga
dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
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7.
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat
cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa
alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam;
8.
Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan,
maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas
perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara
ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya putusan yang

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
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tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini Tergugat tidak diketahui
keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut Penggugat
telah ternyata melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Grobogan, Nomor: XXX, tanggal
23 Juli 2014;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat
tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT in

casu Penggugat, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Grobogan. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup

dan di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata

sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi,

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Juli 2024.

Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen,

kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
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2, Saksi
Saksi |, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan,
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak hampir 3 (tiga) tahun yang lalu,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini,
demikian juga dengan keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat
untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
Saksi Il, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini,
demikian juga dengan keluarganya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat

untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk
dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan
Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan
Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus
secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa
kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab
Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi

pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Bl G351, Gl e Slaabae e 3 08 0y e 52) S e sl
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Artinya:  Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu
bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila
Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak
menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan
Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan
yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil

gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan
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adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa
didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan
gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Grobogan, Nomor: 474.2/01/V11/2024, tanggal 23 Juli 2014, maka dapat
dinyatakan bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui
keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
(bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2
tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang
yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870
KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung Rl No. 630.K/Pdt/1984 dari
segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna
(volledig), artinya Majelis Hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut,
akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak
juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti
lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda
P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama
Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga
yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda
P.2 yang berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, maka harus
dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk
diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan
keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima
sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR jo. Pasal 22 Huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah
fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri,
keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai
bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan
Pasal 172 HIR.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti
tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat meninggalkan Penguggat

selama hampir 3 (tiga) tahun yang lalu;

2. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan
bahwa di antara kewajiban suami istri adalah saling cinta mencintai,
hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu

kepada yang lain, di samping itu suami mempunyai kewajiban melindungi
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istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama
selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir, merupakan fakta yang
menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai
seorang suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena
terlepas dari faktor apapun yang menjadi alasan perpisahan Penggugat dan
Tergugat, selama Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, maka
pemenuhan keperluan hidup rumah tangga tetap menjadi kewajiban
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal
selama kurang lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi lagi
selayaknya pasangan suami istri, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan
Tergugat tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan
pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media
utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia
dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka
apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawainan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan
keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan
membuka pintu kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan
Tergugat terkait berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing
pihak, terutama Tergugat;
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Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan
ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan
bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap
satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/lkuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim
berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan
ketentuan Pasal 125 HIR, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh
karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana
pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak bain
dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim
berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C
angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan
adalah talak satu bain sugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara

sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah
oleh kami Alfi Zuhri, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H.,
dan Farhan Munirus Su’aidi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
Mulyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Alfi Zuhri S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H. Farhan Munirus Su’aidi, S.Ag., M.H.
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Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp 270.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp 100.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah).
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